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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kenaikan atau penurunan 
penerimaan PPh pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta sejak tahun 
2007-2009. Selain itu juga untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta untuk meningkatkan penerimaan Pajak 
Penghasilan pasal 21. 
 
Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan melakukan 
wawancara, observasi, dan studi pustaka. Jenis data yang digunakan adalah data 
kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan sumber data yang berasal dari data primer dan 
data sekunder. 
 
Adanya modernisasi perpajakan dapat mempengaruhi penerimaan PPh pasal 21di 
KPP Pratama Surakarta. Di KPP Pratama Surakarta masih banyak Wajib Pajak yang 
menyerahkan urusan pajaknya ke konsulen sehingga dapat mempengaruhi 
penerimaan pajak. Besar kecilnya penerimaan PPh pasal 21 juga ditentukan oleh 
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), stabilitas ekonomi, penambahan wajib pajak,  
kepatuhan wajib pajak dalam menyetor atau membayar pajak. Sosialisasi perpajakan, 
Drop Box, dan jemput bola merupakan upaya yang dilakukan oleh KPP Pratama 
Surakarta dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. 
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The purpose of this research is to know the level of increase or decrease in revenue 
from income tax article 21 in Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta since the 
year 2007 to 2009. It is also to know what is being done by Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Surakarta to increase tax revenue. 
The method used by writer is to do interviews, observation, and literature. Types of 
data used are qualitative and quantitative data. While the source of data derived from 
primary and secondary data. 
The modernization of taxation may affect the revenue from income tax article 21 in 
KPP Pratama Surakarta. In KPP Pratama Surakarta is still a lot of taxpayers who 
submit their tax affairs to konsulen that may affect tax revenue. The size of the 
revenue from income tax article 21 is also determined by non-taxable income 
(PTKP), economic stability, the addition of a taxpayer, taxpayer compliance in the 
deposit or paying taxes. Socialization taxation, Drop Box, and pick the ball is the 
effort made by KPP Pratama Surakarta in increasing tax revenue.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Sebagian besar negara di dunia ini memiliki sistem perpajakan untuk 
membiayai pengeluaran pemerintahnya. Di Indonesia pajak menjadi tulang 
punggung untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dalam rangka 
menyediakan barang publik dan jasa publik. Banyak diantara masyarakat yang 
belum mengerti akan pentingnya pajak. Di Indonesia ada beberapa jenis pajak 
misalnya, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi 
dan Bangunan (PBB), Bea Meterai (BM), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah 
dan atau Bangunan(BPHTB) dan lain-lain (www.google.com, 19/4/2010, 11.08). 
Banyak warga negara yang cenderung menghindar dari pajak padahal 
kewajiban sebagai warga negara adalah membayar pajak. Bahkan ada yang 
berfikir kalau pajak lebih baik dihilangkan saja jadi tidak perlu membayar pajak. 
Namun saat diketahui bahwa jalan, jembatan, infrastruktur, sekolah, gedung 
PEMDA, aparatur pemerintahan kerja kepolisian fasilitas publik dan lain-lain 
didanai dari pajak, banyak orang terketuk hatinya untuk membayar pajak karena 
masyarakat membutuhkan pelayanan dari Negara (Pajakita, Edisi 5/ th 1/ Mei 
2009). 
Menurut undang-undang, Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada 
Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung 
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dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Lebih dari 70% 
pembiayaan APBN berasal dari pajak, untuk itu sangat besar peran pajak bagi 
maju atau tidaknya pembangunan di Negara Indonesia. Jika penerimaan pajak 
belum dapat optimal maka keinginan untuk menjadikan Republik sebagai salah 
satu negara berkualifikasi global akan pelan-pelan memudar karena tidak adanya 
dana pembangunan yang cukup (Pajakita, Edisi 5/ th 1/ Mei 2009). 
Penerimaan Pajak Penghasilan dari tahun ke tahun pastinya ada beberapa 
kemungkinan, dapat mengalami kenaikan, penurunan, maupun stabil. Penulis 
ingin mengetahui perbandingan tingkat penurunan atau kenaikan penerimaan 
Pajak Penghasilan dari tahun ke tahun. Dalam karya ilmiah ini penulis 
membahas tentang penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21. 
Dari latar belakang tersebut maka penulis akan mengangkat judul 
mengenai ”ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA TAHUN 
2007-2009 .”  
B. Rumusan Masalah 
Dari latar belakang tersebut maka penulis dapat mengambil rumusan 
masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana tingkat kenaikan atau penurunan penerimaan Pajak Penghasilan 
Pasal 21 tahun 2007-2009 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta? 
2. Upaya apa yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta untuk 
meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21? 
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C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang dicapai penulis dalam pembahasan masalah ini 
adalah: 
1. Mengetahui tingkat kenaikan atau penurunan penerimaan PPh Pasal 21 tahun 
2007-2009 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. 
2. Mengetahui upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta 
untuk meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21. 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diperoleh dari pembahasan masalah ini adalah: 
1. Bagi Penulis 
Menerapkan atau memparktikkan ilmu yang diperoleh penulis dari pelajaran 
yang telah diajarkan oleh dosen atau pengajar ke dalam dunia nyata yang 
dituangkan melalui karya ilmiah. 
2. Bagi Objek Penelitian 
Diharapkan dapat memberikan inovasi yang berguna dalam meningkatkan 
kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta terutama dalam 
meningkatkan penerimaan pajak. 
3. Bagi Pihak Lain 
Masyarakat dapat mengetahui akan pentingnya pembayaran pajak sehingga 
dapat sadar diri dalam membayar pajak 
E.  Metode Penelitian 
Dalam penulisan Tugas Akhir ini diperlukan metode penelitian, 
metodenya adalah sebagai berikut: 
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1. Jenis Data 
(1) Data Kualitatif 
Data kualiitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk kata, 
kalimat atau dengan mendeskripsikan suatu data. 
(2) Data Kuantitatif 
Data Kuantitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk angka 
sehingga dapat menerangkan tentang suatu hal. 
2. Sumber Data 
(1) Data Primer 
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Suarakarta, misalnya bertanya langsung dengan 
pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta atau melalui 
pengamatan langsung. 
(2) Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung, 
misalnya dengan mempelajari buku-buku, literatur, makalah, majalah, 
dan lain-lain. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
(1) Observasi 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan 
pengamatan secara langsung di lokasi, dalam hal ini penulis mengambil 
lokasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. 
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(2) Wawancara 
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 
wawancara atau dengan mengajukan pertanyaan secara lisan dengan 
pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. 
(3) Studi Pustaka 
Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh 
dengan melalui buku-buku, internet, atau sumber data yang yang lainnya 
yang diperoleh tidak secara langsung. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
A. Definisi Pajak 
Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH Pajak merupakan iuran rakyat 
kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan 
tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan 
yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Dudi (2008) 
Undang-Undang perpajakan sendiri tidak memberikan definisi pajak, baru pada 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 definisi pajak dicantumkan, yaitu 
berbunyi ”Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh 
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan negara bagi sebesarnya-besarnya kemakmuran rakyat” 
(www.google.com, 19/4/2010, 11.08). 
B. Fungsi Pajak 
Mardiasmo (2008) menjelaskan fungsi pajak adalah sebagai berikut: 
1. Fungsi Budgetair/ Financial 
Fungsi Budgetair/ Financial yaitu pajak sebagai sumber dana bagi 
pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. 
2. Fungsi Mengatur 
Pada fungsi megatur, pajak sebagi alat untuk mengatur atau melaksanakan 
kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Misalnya:  
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a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi 
konsumsi minuman keras. 
b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk 
mengurangi gaya hidup konsumtif. 
c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk 
Indonesia di pasaran dunia. 
C. Sistem Pemungutan Pajak 
Sistem pemungutan pajak ada tiga macam, yaitu: 
1. Official Assesment System 
Official Assesment System merupakan suatu sistem pemungutan yang 
memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya 
pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut: 
a. Wewenag untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus. 
b. Wajib Pajak bersifat pasif. 
c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 
2. Self Assessment System 
Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi 
wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak 
yang terutang. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut: 
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib 
Pajak sendiri. 
b. Wajib Pajak aktif mulai menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri 
pajak yang terutang. 
c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 
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3. With Holding System 
With Holding System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang 
memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib 
Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang 
oleh Wajib Pajak. Cirri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak 
yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus, dan Wajib Pajak. 
D. Pajak Penghasilan Pasal 21 
1. Dasar Pengenaan Pajak 
Dasar hukum PPh pasal 21 yang baru adalah Undang-Undang Nomor 36 
tahun 2008 merupakan perubahan dari UU No 17 tahun 2000. 
2. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 
Ketentuan Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur tentang 
pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas 
penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi 
dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. 
3. Wajib Pajak PPh Pasal 21 
Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah: 
a. Pejabat Negara 
b. Pegawai Negeri Sipil 
c. Pegawai 
d. Pegawai Tetap 
e. Pegawai dengan status Wajib Pajak Luar Negeri 
f. Tenaga Lepas 
g. Penerima Pensiun 
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h. Penerima Honorarium 
i. Penerima Upah 
4. Tidak Termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21 
Yang tidak termasuk penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 
adalah: 
a. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain dari negara 
asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja 
pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan Warga 
Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh 
penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara 
yang bersangkutan memberikan perlakuan timbale balik. 
b. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam 
keputusan Menteri Keuangan Nomor 574/KMK.04/2000 tentang 
Organisasi Internasional, dan Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional 
yang tidak termasuk sebagai subjek pajak penghasilan yang telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 
601/KMK.03/2005 dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak 
menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh 
penghasilan dari Indonesia.  
5. Objek Pajak PPh Pasal 21 
Penghasilan yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 adalah: 
a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun 
secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium 
(termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan 
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pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, 
uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemahalan, 
tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, 
tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak, beasiswa, premi 
asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya 
dengan nama apapun. 
b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pension atau 
mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, 
gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, 
bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak 
tetap dan biasanya dibayarkan sekali dalam setahun. 
c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang 
diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta 
uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan 
pelatihan atau permagangan yang merupakan calon pegawai. 
d. Uang tebusan pension, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, 
uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis sehuubungan dengan 
pemutusan hubungan kerja. 
e. Honorarium uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam 
bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan 
sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan Wajib 
Pajak dalam negeri, terdiri dari: 
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1) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari 
pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan 
aktuaris. 
2) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, 
bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, 
peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pelukis, dan seniman 
lainnya. 
3) Olahragawan. 
4) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator. 
5) Pengarang, peneliti, dan penerjemah. 
6) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan 
sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, 
dan sosial.  
7) Agen iklan. 
8) Pengawas, pengelola proyek, anggota, dan pemberi jasa kepada suatu 
kepanitiaan, dan peserta sidang atau rapat. 
9) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan. 
10) Peserta perlombaan. 
11) Petugas penjaja barang dagangan. 
12) Petugas dinas luar asuransi. 
13) Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan bukan pegawai atau 
bukan sebagai calon pegawai. 
14) Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan 
kegiatan sejenis lainnya. 
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f. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji 
dan honorarium atai imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima 
oleh Pejabat Negara dan PNS. 
g. Uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan 
uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan 
atau anak-anaknya. 
h. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama 
apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak selain pemerintah, atau 
Wajib Pajak yang dikenakan PPh yang bersifat final dan yang dikenakan 
PPh berdasarkan norma penghitungan khusus. 
6. Penghasilan yang Dikecualikan dari Pengenaan PPh Pasal 21 
Yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 
21 adalah: 
a. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi 
kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. 
b. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan dalam bentuk apapun 
yang diberikan oleh Wajib Pajak atau pemerintah kecuali yang diberikan 
Wjib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan 
yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan 
khusus. 
c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya 
telah disahkan Menteri Keuangan dan iuran Jaminan Hari Tua kepada 
badan penyelenggara Jamsostek yang dibayarkan oleh pemberi kerja. 
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d. Zakat yang diterima oleh pribadi yang berhak dari badan atau lembaga 
amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah. 
7. Tarif Pajak 
a. Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh diterapkan atas Penghasilan Kena 
Pajak dari: 
1) Pegawai tetap. 
2) Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan. 
3) Pegawai tidak tetap, pemagang, dan calon pegawai yang dibayarkan 
secara bulanan. 
4) Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan 
kegiatan sejenis lainnya. 
 
b. Tarif berdasarkan pasal 17 UU PPh diterapakan atas penghasilan bruto 
berupa: 
1) Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan 
dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain 
dengan nama sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang 
jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya hari yang diperlukan 
untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan yang 
diterima atau diperoleh dalam satu bulan takwim. 
2) Honorarium yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris 
atau dewan pengawas yang tidak merengkap sebagai pegawai tetap 
pada perusahaan yang selama satu tahun takwim. 
PPh pasal 21 = Penghasilan Kena Pajak x tarif pasal 17 UU PPh 
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3) Jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus yang diterima atau 
diperoleh mantan pegawai selama satu tahun takwim. 
4) Penarikan dana pada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan 
oleh Menteri Keuangan oleh peserta program pension sebelum 
memasuki masa pension yang diterima atau diperoleh selama satu 
tahun takwin. 
 
c. Tarif pasal 17 UU PPh diterapkan atas perkiraan penghasilan neto yang 
dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan 
bebas (pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, 
dan aktuaris). Besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 50% dari 
penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama dan 
dalam bentuk apapun. 
 
d. Tarif sebesar 5% diterapkan atas upah harian, upah mingguan, upah 
satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi 
Rp 110.000,00 sehari tetapi tidak melebihi Rp 1.100.000,00 dalam satu 
bulan takwin dan atau tidak dibayarkan secara bulanan. 
 
 
 
 
PPh pasal 21 = Penghasilan Bruto x tarif pasal 17 UU PPh 
PPh pasal 21 = (Penghasilan Bruto x 50%) x tarif pasal 17 UU PPh 
PPh pasal 21 sehari = (Penghasilan Bruto Sehari – Rp 150.000) x 5% 
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8. Pemotong Pajak PPh Pasal 21 
Berikut ini termasuk pemotong pajak PPh pasal 21 adalah: 
a. Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan induk 
maupun cabang, perwakilan atau unit, bentuk usaha tetap, yang 
membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain 
dengan nama apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan 
atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Pemberi 
kerja yang dimaksud termasuk juga badan dan organisasi internasional 
yang tudak dikecualikan sebagai Pemotong Pajak berdasarkan Keputusan 
Menteri Keuangan. 
b. Bendaharawan Pemerintah yang membayarkan gaji, upah, honorarium, 
tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, sebagai imbalan 
sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Termasuk 
bendaharawan pemerintah adalah bendaharawan pada Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga 
Negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri. 
c. Dana pensiun, PT Taspen, PT Jamsostek, badan penyelenggara jaminan 
sosial tenaga kerja lainnya, serta badan-badan lain yang membayar uang 
pensiun, Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua. 
d. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang , membayar honorarium 
atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan 
jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri 
yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya 
sendiri, bukan atas nama persekutuannya. 
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e. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap yang membayar honorarium 
atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan 
jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Wajib Pajak Luar 
Negeri. 
f. Yayasan (termasuk yayasan yang bergerak di bidang kesejahteraan, 
rumah sakit, pendidikan, kesenian, olah raga, kebudayaan), lembaga, 
kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, organisasi massa, organisasi social 
politik, dan organisasi dalam bentuk apapun dalam segala bidang 
kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan 
nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang 
dilakukan oleh orang pribadi. 
g. Perusahaan, badan, dan bentuk usaha tetap, yang membayarkan 
honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan 
pemagangan. 
h. Penyelenggaraan kegiatan (termasuk badan pemerintah, organisasi 
termasuk organisasi internasional, perkumpulan, orang pribadi, serta 
lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan) yang membayar 
honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada 
Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenan dengan suatu kegiatan. 
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9. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 
Tabel II.1 
Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 
NO JENIS PTKP Lama PTKP Baru 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
 
 
4. 
Wajib Pajak orang pribadi 
 
Wajib Pajak yang kawin 
 
Tambahan untuk seorang isteri yang 
penghasilannya digabung dengan 
penghasilan suami 
 
Tambahan untuk setiap anggota 
keluarga sedarah dan keluarga 
semenda dalam garis keturunan lurus 
serta anak angkat, yang menjadi 
tanggungan sepenuhnya, paling 
banyak 3 (tiga) orang untuk setiap 
keluarga. 
13.200.000 
 
1.200.000 
 
13.200.000 
 
 
 
1.200.000 
15.840.000 
 
1.320.000 
 
15.840.000 
 
 
 
1.320.000 
Sumber: Mardiasmo (2008)  
10. Tarif Penghasilan Kena Pajak 
Tabel II.2  
Tarif PKP Wajib Pajak Orang Pribadi 
Tarif Lama  Tarif Baru 
Lapisan PKP Tarif  Lapisan PKP Tarif 
Sampai dengan 25.000.000 
Di atas 25.000.000 s/d 
50.000.000 
Di atas 50.000.000 s/d 
100.000.000 
Di atas 100.000.000 s/d 
200.000.000 
Di atas 200.000.000 
5% 
10% 
15% 
25% 
35% 
 Sampai dengan 50.000.000 
Di atas 50.000.000 s/d 
250.000.000 
Di atas 250.000.000 s/d 
500.000.000 
Di atas 500.000.000 
5% 
15% 
25% 
30% 
Sumber: Mardiasmo (2008)  
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11. Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun 
Tabel II.3 
 Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun 
Jenis Biaya   Biaya Lama 
 
Biaya Baru 
Biaya Jabatan 
5% dari penghasilan 
bruto (maksimal 
108.000 per bulan atau 
1296.000 setahun) 
 5% dari penghasilan bruto 
(maksimal 500.000 per 
bulan atau 6.000.000 
setahun) 
Biaya Pensiun 
5% dari penghasilan 
bruto (maksimal 36.000 
sebulan atau 432.000 
setahun) 
 5% dari penghasilan bruto 
(maksimal 200.000 sebulan 
atau 2.400.000 setahun) 
 
Sumber: Mardiasmo (2008)  
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BAB III 
PEMBAHASAN 
 
 
A. Gambaran Objek Penelitian 
1. Sejarah Berdiri Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta 
Sebelum tahun 1996 Kantor Prelayanan Pajak Pratama Surakarta 
berstatus sebagai Kantor Dinas Luar Tk. I (KDL. Tk. I) Surakarta di bawah 
wewenag kerja dari Kantor Inspeksi Keuangan Yogyakarta, sebagaiman KDL 
Tk. I Klaten. Pada tahun 1996 KDL Tk. I Surakarta ditingkatkan menjadi 
Kantor Inspeksi Keuangan Surakarta yang membawahi diantaranya KDL Tk. 
I Klaten. Pada akhir tahun 1996 semua nama Kantor Inspeksi Keungan 
termasuk Kantor Inspeksi Keuangan Surakarta diubah namanya menjadi 
Kantor Inspeksi Pajak Surakarta yang bertipe B.2 dengan wilayah kerja se-
eks Karesidenan Surakarta. 
Pada tanggal 1 April 1989 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor: 
276/KMK.01/1989 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal 
Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Surakarta dipecah menjadi: 
a. Kantor Pelayanan Pajak Surakarta Tipe B dengan wilayah kerja sebagai 
berikut: 
1) Kotamadya Surakarta. 
2) Kabupaten Karanganyar. 
3) Kabupaten Surakarta. 
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b. Kantot Pelayanan Pajak Klaten dengan wilayah kerja sebagai berikut: 
1) Kota Administrasi Klaten. 
2) Kota Boyolali. 
3) Kabupaten Sukoharjo. 
4) Kabupaten Wonogiri. 
c. Unit Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (UPP) Surakarta tipe B, dengan 
wilayah kerja se eks-Karisidenan Surakarta (wilayah kerja Kantor Inspeksi 
Pajak Surakarta) dengan catatan : 
1) Realisasi pemecahan ke KPP Surakarta efektif per 2 Oktober 1989 
dengan adanya Nota Dinas Pengadilan Tugas Nomor ND-
23/WPJ.08/KP.14/1989 tanggal 29 September 1989 yang 
mengalihtugaskan sejumlah 11 (sebelas) pegawai Inspeksi Pajak (IP) 
Surakarta ke UPP Surakarta. 
2) Realisasi pemecahan ke KPP Klaten efektif per 1 Desember 1989 
dengan adanya Nota Dinas Pengadilan Tugas Nomor: ND-
28/WPJ.08/KP.14/1989 tanggal 18 Februari 1989 yang mengalih 
tugaskan sejumlah 66 pegawai IP Surakarta ke KPP Klaten. 
3) Pegawai eks-Inspeksi Pajak (IP) Surakarta yang masih tersisa dan 
menjadi pegawai pada KPP Surakarta keadaan per 1 Desember 1989 
tinggal 114 orang berstatus pegawai eselon V dan petugas. 
Sejak tanggal 29 Maret 1994 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak 
Surakarta diubah menjadi tipe A dengan wilayah kerja: 
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a. Kotamadya Surakarta. 
b. Kabupaten Karanganyar. 
c. Kabupaten Sragen. 
d. Kabupaten Boyolali. 
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 443/KMK.01/2001 
tanggal 23 Juli 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal 
Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Surakarta membawahi wilayah kerja: 
a. Daerah administrasi 
1) Kota Surakarta. 
2) Kabupaten Karanganyar. 
3) Kabupaten Sragen. 
4) Kabupaten Boyolali. 
b. Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan 
1) Surakarta. 
2) Sragen. 
Di Kantor Wilayah Jawa Tengah II berdasar Peraturan Menteri 
Keuangan No.55/PMK.01/2007, telah dibentuk Kantor Pelayanan Pajak 
(KPP) Pratama dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan 
(KP2KP) sebagai berikut: 
a. KPP Pratama Boyolali. 
b. KPP Pratama Cilacap. 
c. KPP Pratama Karanganyar. 
d. KPP Pratama Kebumen. 
e. KPP Pratama Klaten. 
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f. KPP Pratama Magelang. 
g. KPP Pratama Purbalingga. 
h. KPP Pratama Purwokerto. 
i. KPP Pratama Purworejo. 
j. KPP Pratama Sukoharjo. 
k. KPP Pratama Surakarta. 
l. KP2KP Banjarnegara. 
m. KP2KP Wonogiri. 
n. KP2KP Wonosobo. 
o. KP2KP Sragen. 
Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-
141/PJ/2007 tanggal 3 Oktober 2007, KPP Surakarta menjadi Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Surakarta Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Surakarta. Sampai saat ini KPP Pratama Surakarta mempunyai wilayah kerja 
yang meliputi 5 (lima) kecamatan yaitu: Laweyan, Jebres, Serengan, Pasar 
Kliwon dan Banjarsari. 
2. Lokasi Instansi 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Suarakarta berlokasi di Jalan Kyai Haji 
Agus Salim Nomor 1 Surakarta 57147, telepon (0271) 717522/ 718400/ 
720821, faximile (0271) 728436, Homepage DJP : www.pajak.go.id. 
3. Tugas Pokok KPP Pratama Surakarta 
Melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif, dan pemeriksaan 
sederhana terhadap wajib pajak dalam bidang Pajak Penghasilan, Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Tidak 
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Langsung Lainnya dalam wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
4. Fungsi KPP Pratama Surakarta 
a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, 
pengamatan potensi perpajakan, dan ekstensifikasi wajib pajak. 
b. Penelitian dan penatausahaan surat pemberitahuan tahunan, surat 
pemberitahuan masa serta berkas wajib pajak. 
c. Pengawasan pembayaran masa Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan 
Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung 
lainnya. 
d. Penatausahaan piutang pajak, penerimaan penagihan, penyelesaian 
keberatan, penatausahaan banding, dan penyelesaian restitusi Pajak 
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang 
Mewah, dan Pajak Tidak Langsung lainnya. 
e. Pemeriksaan sederhana dan penerapan sanksi perpajakan. 
f. Penerbitan surat ketetapan pajak. 
g. Pembetulan surat ketetapan pajak. 
h. Pengurangan sanksi pajak. 
i. Penyuluhan dan konsultasi perpajakan. 
j. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. 
5. Visi 
Dalam menjalankan tugas-tugasnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Surakarta mengacu pada visi Direktorat Jenderal Pajak sebagai berikut: 
“Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan 
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manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan 
masyarakat.” 
Dalam pernyataan visi Ditjen Pajak terkandung tiga cita-cita utama yang 
dituju, yaitu: 
a. Menjadi model pelayanan masyarakat yang merefleksikan cita-cita untuk 
menjadi contoh pelayanan masyarakat bagi unit-unit instansi pemerintah 
lainnya. 
b. Berkelas dunia yang merefleksikan cita-cita untuk untuk mencapai 
tingkatan standar dunia atau standar internasional baik untuk kualitas 
aparatnya maupun kualitas kinerja dan hasil kerjanya. 
c. Dipercaya dan dibanggakan masyarakat yang merefleksikan cita-cita 
untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat bahwa eksistensi dan 
kinerjanya memang benar-benar berkualitas tinggi dan akurat, mampu 
memenuhi harapan masyarakat serta memilih citra baik dan bersih. 
6. Misi 
a. Misi Fiskal 
Misi fiskal dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta adalah 
menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu 
menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-
undang Perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efesiensi yang tinggi. 
Misi fiskal merupakan misi utama Direktorat Jenderal Pajak yang 
merupakan tujuan dari keberadaan / eksistensi Direktorat Jenderal Pajak 
dan sekaligus menjadi tugas dan fungsinya yaitu menghimpun 
penerimaan dalam negeri dari sektor pajak. 
  
25 
 
Misi fiskal Direktorat Jenderal Pajak tidak hanya semata-mata 
menghimpun penerimaan tetapi disertai dengan batasan-batasan yang 
harus dipenuhi yaitu bahwa segala upaya dan kegiatannya harus sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah 
penerimaan pajak yang dihimpun harus mampu memenuhi harapan 
masyarakat dan pemerintah, yaitu mendukung kemandirian pembiayaan 
pemerintah. Keberadaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta 
sebagai fungsi operasional mengemban tugas menghimpun dana dari 
sektor pajak dan kegiatan lain yang harus dilakukan, antara lain: 
1) Perencanaan dan realisasi penerimaan pajak sesuai dengan 
perundang-undangan perpajakan dan aturan pelaksanaan lainnya. 
2) Penerimaan dana dari sektor pajak dioptimalkan untuk melepasakan 
ketergantungan hutang dan sepenuhnya untuk memenuhi harapan 
masyarakat dan pemerintah. 
3) Mempertimbangkan cost dan benefit dalam setiap kegiatan.  
Krisis moneter yang berkelanjutan dan menyebar ke berbagai 
sektor ekonomi serta berlanjut dengan krisis kepercayaan terhadap mata 
rupiah telah memberikan tekanan terhadap kinerja dan prospek ekonomi 
nasional. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan pengelolaan kebijakan 
fiskal yang sehat, terpercaya, dan berkelanjutan utamannya untuk 
memberikan perlindungan bagi kelompok masyarakat yang rentan 
terhadap dampak krisis dan dalam rangka pemulihan kondisi 
perekonomian nasional. 
  
26 
 
Oleh karena itu pengelolaan kebijaksanaan fiskal diarahkan kepada 
upaya menstabilkan dan menggerakkan perekonomian serta 
memberdayakan dan memberiakan stimulasi kepada ekonomi rakyat. 
Berbagai upaya tersebut dilakukan harus secara terintegrasi, singkron dan 
bersinergi dengan berbagai kebijaksanaan dan bidang-bidang lain 
(moneter, perdagangan luar negeri, neraca pembayaran, lalu lintas devisa, 
dan sektor riil), sehingga mengantarkan bangsa Indonesia menuju 
masyarakat yang adil dan makmur. 
b. Misi Ekonomi 
Sebagai instansi pemerintah di bidang ekonomi maka kebijakan 
perpajakan merupakan salah satu instrument kebijakan pemerintah dalam 
rangka mengatasi masalah ekonomi bangsa. 
c. Misi Politik 
Perkembangan kesadaran politik masyarakat telah mengarahkan 
bangsa Indonesia menuju proses demokratisasi dimana hak-hak 
masyarakat untuk menyatakan keinginannya harus dihormati oleh 
pemerintah. Periode dimana pemerintah dapat memaksakan 
kehendaknnya kepada masyarakat sudah berakhir dan kini telah 
digantikan dengan kewajiban pemerintah untuk mengakomodasikan dan 
melayani keinginan masyarakat. 
Dalam kondisi tersebut Direktorat Jenderal Pajak juga memiliki 
kewajiban dan peranan untuk mendukung suksesnya proses 
demokratisasi. Salah satu keinginan penting masyarakat yang telah 
mendapat kesepakatan bersama antara pemerintah dan DPR. Dengan 
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kerangka berfikir di atas maka di dalam misi polotik ini Direktorat 
Jenderal Pajak akan mendukung proses demokratisasi bangsa yang pada 
tahap awal ini akan difokuskan untuk mendukung suksesnya proes 
otonomi daerah. 
d. Misi Kelembagaan 
Misi kelembagaan ini merupakam misi internal yang bersifat 
mendukung pelaksanaan misi-misi lainnya. Misi kelembagaan 
merupakan kewajiban dan tugas Direktorat Jenderal Pajak untuk 
senantiasa membangun dan memelihara diri agar terus berkembang 
secara fisik maupun kualitasnya sehingga mampu melaksanakan misi 
yang lain dengan kinerja yang tinggi dan dapat menghadapi tantangan 
serta perubahan-perubahan masyarakat yang berkembang cepat agar 
dibarengi dengan kemampuan dan mengikuti perkembangan teknologi, 
administrasi dan organisasi sehingga senantiasa dapat meningkatkan 
efisiensi dan efektivitas pelaksanaan seluruh misi menuju tercapainya 
visi Direktorat Jenderal Pajak. 
7. Tujuan 
Tujuan yang akan dicapai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta adalah 
mengoptimalkan penerimaan pajak. 
8. Stuktur Organisasi 
Struktur organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta 
berdasarkan fungsinya terdiri dari: 
a. Kepala Kantor. 
b. Sub Bagian Umum. 
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c. Seksi Pelayanan. 
d. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan. 
e. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI). 
f. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I (Waskon I). 
g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II (Waskon II). 
h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III (Waskon III). 
i. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV (Waskon IV). 
j. Seksi Pemeriksaan. 
k. Seksi Penagihan. 
l. Kelompok Fungsional Pemeriksa. 
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9. Deskripsi Jabatan 
Masing-masing bagian atau seksi dalam struktur organisasi KPP Pratama 
Surakarta memiliki tugas dan kegiatan sendiri-sendiri. Adapun tugas dan 
kegiatan masing-masing seksi berdasarkan Gambar II.1. yaitu Bagan Sruktur 
Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta adalah sebagai berikut: 
a. Sub Bagian Umum 
1) Bagian Kepegawaian 
 Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Bagian Kepegawaian Sub Bagian 
Umum antara lain: 
a) Menerbitkan Surat Kenaikan Gaji Berkala. 
b) Membuat usulan kenaikan pangkat. 
c) Menerbitkan surat izin cuti. 
d) Mengirim pegawai yang menerima panggilan untuk mengikuti 
diklat-diklat, meliputi Diklat Sistem Administrasi Modern, Diklat 
Dasar Pemeriksa Pajak, Diklat Internalisasi Kode Etik Pegawai. 
e) Menyusun dan melaporkan laporan-laporan kepegawaian, meliputi 
Laporan Daftar Penyebaran Pegawai, laporan Penegakan Disiplin 
Pegawai, Laporan Absensi Pegawai, Laporan Kegiatan 
Kepangkatan, dan Daftar Pejabat yang meninggalkan wilayah kerja. 
2) Bagian Keuangan 
Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Bagian Keuangan Sub bagian    
Umum antara lain: 
a) Membagikan gaji kepada pegawai KPP Pratama Surakarta. 
b) Membagikan uang makan kepada pegawai KPP Pratama Surakarta. 
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c) Menyusun dan melaporkan laporan-laporan yang menjadi tanggung 
jawab Bagian Keuangan. 
d) Menyusun daftar permintaan lembur bagi pegawai yang lembur. 
3) Bagian Rumah Tangga 
 Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Bagian Rumah Tangga Sub Bagian 
Umum adalah melakukan inventarisasi (pemisahan) barang-barang 
inventaris milik KPP Pratama, dan melakukan perekaman inventaris 
dan penghapusan Barang Milik Negara pada KPP Pratama Surakarta. 
b. Seksi Pelayanan 
Merupakan perubahan nama dari Seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP) pada 
KPP dan Seksi Penetapan KPPBB. 
Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Seksi Pelayanan antara lain sebagai 
berikut: 
1) Menerbitkan Kartu NPWP dan PKP bagi Wajib Pajak baru. 
2) Menatausahakan formulir SPT Tahunan PPh dalam rangka persiapan 
pengiriman SPT Tahunan kepada Wajib Pajak. 
3) Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). 
4) Memberikan jawaban permintaan konfirmasi dan klarifikasi data dari 
KPP lain. 
c. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan 
Merupakan peralihan dari Seksi Pendataan dan Penilaian pada Kantor 
Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB). 
Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Seksi Ekstensifikasi Perpajakan 
antara lain sebagai berikut: 
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1) Menyampaikan Usulan Surat Keputusan Klasifikasi dan Besarnya 
NJOP sebagai dasar penetapan PBB. 
2) Menyampaikan usulan besarnya Standar Investasi Tanaman (SIT) 
Perkebunan ke Kanwil DJP Jawa Tengah II. 
3) Membuat Laporan Data Potensi Wilayah KPP Pratama. 
4) Menyelesaikan Laporan NJOP PBB. 
5) Menyelesaikan pemberian NPWP OP melalui Pemberi 
Kerja/Bendaharawan Pemerintah. 
6) Membuat Laporan Kegiatan penerbitan NPWP Ekstensifikasi WP OP 
karyawan KPP Pratama. 
d. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) 
 Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Seksi Pengolahan Data dan Informasi 
(PDI) antara lain sebagai berikut: 
1) Membantu instalasi aplikasi e-NPWP di Seksi Ekstensifikasi. 
2) Melakukan pendaftaran Wajib Pajak secara massal dan pencetakan 
Kartu NPWP dengan aplikasi PWPM dan e-NPWP. 
3) Melakukan perekaman mutakir dan NIR (Nilai Indikasi Rata-rata) 
untuk penetapan NJOP PBB tahun berikutnya. 
4) Melakukan simulasi perhitungan pokok ketetapan PBB tahun 
berikutnya. 
5) Melakukan perekaman SPT Masa dan SPT Tahunan. 
6) Menyimpan data-data informasi perpajakan untuk keperluan penyajian 
data. 
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7) Membantu seksi lain jika mengalami kesulitan/kerusakan pada 
komputer. 
8) Mengawasi pemasangan jaringan dan perangkat komputer yang 
dilakukan oleh pihak ketiga. 
9) Memberikan aplikasi e-SPT PPN versi terbaru kepada Wajib Pajak dan 
membantu proses pelaporan jika mengalami kesulitan. 
10) Membuat Laporan Penerimaan PBB dan BPHTB. 
11) Melakukan persipan hardware dan software sehubungan dengan 
kegiatan cetak. 
a) Membantu Seksi Pelayanan dalam mencetak label SPT Tahunan. 
b) Melakukan penataan IP address untuk jaringan komputer, dan 
melakukan perekaman data objek PBB berdasarkan permohonan 
Wajib Pajak. 
e. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 
Merupakan gabungan dari Seksi PPh Orang Pribadi, PPh Badan, PPh 
Putpot, dan PPN. Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Seksi Pengawasan 
dan Konsultasi antara lain sebagai berikut: 
1) Pembuatan profil Wajib Pajak. 
2) Pembuatan ikhtisar Wajib Pajak. 
3) Penyelesaian Permohonan Pemindahbukuan Wajib Pajak. 
4) Pengawasan terhadap mekanisme dan tatacara pembayaran penyetoran 
maupun pelaporannya termasuk dalam penerapan aturan-aturan 
perpajakannya. 
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f. Seksi Pemeriksaan 
Merupakan peralihan dari Tata Usaha/Administrasi Kantor Pemeriksaan dan 
Penyidikan Pajak. Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Seksi Pemeriksaan 
antara lain sebagai berikut: 
1) Menyusun rencana kerja. 
2) Menyusun dan mengkoordinasikan Daftar Nominatif WP yang akan 
diperiksa. 
3) Menerbitakan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) dan 
mendistribusikannya ke Seksi Fungsional. 
4) Melaksanakan pengawasan, pelaksanaan jadwal pemeriksaan sesuai 
dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. 
5) Melakukan pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan. 
6) Memproses permohonan SPT LB Wajib Pajak Patuh. 
7) Melakukan administrasi pemeriksaan pajak lainnya. 
8) Menyusun laporan/surat tanggapan atas permasalahan yang berkaitan 
dengan Seksi Pemerisaan. 
9) Menyusun laporan-laporan Seksi Pemeriksaan. 
10) Mengadministrasikan berkas laporan hasil pemeriksaan. 
g.  Seksi Penagihan 
Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh seksi Penagihan antara lain sebagai 
berikut: 
1) Melaksanakan pencabutan STTS PBB Tahun Pajak sebelumnya. 
2) Melaksanakan Konfirmasi STTS PBB Tahun Pajak sebelumnya dalam 
sektor perkotaan. 
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3) Melakukan pemanggilan dan himbauan pembayaran tunggakan pajak. 
4) Bedah tunggakan Wajib Pajak. 
5) Melakukan penagihan aktif terhadap tunggakan pajak yang telah jatuh 
tempo. 
6) Menyusun data 100 besar tunggakan PBB untuk dilaporkan. 
h. Kelompok Pejabat Fungsional 
Merupakan peralihan dari Fungsional Pemeriksa di Kantor Pemeriksaan dan 
Penyidikan Pajak. 
Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Seksi Fungsional antara lain sebagai 
berikut: 
1) Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak (SPPP) kepada 
Wajib Pajak. 
2) Menyelesaikan pemeriksaan SPPP dengan diterbitkan Laporan 
Pemeriksaan Pajak. 
B. Pembahasan Masalah 
1. Target dan Realisasi Penerimaan PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Surakarta Pada Tahun 2007-2009 
Pada penerimaan PPh Pasal 21 perlu adanya target yang ingin dicapai 
atau bahkan melebihi target tersebut untuk meningkatkan penerimaan PPh 
pasal 21. Target penerimaan PPh pasal 21 yang ditetapkan oleh KPP Pratama 
Surakarta setiap tahunnya berbeda-beda, dapat naik dan dapat pula turun. 
Pembutan target tersebut berdasarkan realisasi penerimaan PPh pasal 21 
tahun sbelumnya. Untuk mengetahui penerimaan PPh pasal 21 di KPP 
Pratama Surakarta pada tahun 2007-2009, maka akan disajikan tabel 
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mengenai target dan realisasi penerimaan PPh pasal 21 di KPP Pratama 
Surakarta sebagai berikut: 
Tabel III.1 
Penerimaan PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta 
Tahun 2007-2009 
Tahun          Target (Rp)            Realisasi (Rp) 
2007 118.071.830.000 137.666.580.287 
2008  83.151.910.000 106.874.959.783 
2009 132.890.818.867 121.852.537.054 
 
Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Surakarta 
 
a. Rasio Perbandingan 
Rasio perbandingan digunakan untuk mengetahui tingkat 
perkembangan realisasi penerimaan PPh Pasal 21 atau untuk mengetahui 
tingkat pencapaian target maka dapat dilihat dengan menggunakan 
perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target yang telah 
ditetapkan pada tahun tertentu, dapat dirumuskan sebagai berikut: 
Rasio perbandingan = 
Realisasi 
 x  100% 
Target 
 
Tahun 2007 = 
137.666.580.287 
x  100% = 116,60% 
118.071.830.000 
Tahun 2008 =  
106.874.959.783 
 x  100% = 128,53% 
83.151.910.000 
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Tahun 2009 =  
121.852.537.054 
 x  100% = 91,69% 
132.890.818.867 
 
Tabel III.2 
Persentase Rasio Perbandingan Penerimaan PPh Pasal 21 di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Surakarta Tahun 2007-2009 
Tahun     Target (Rp)     Realisasi (Rp) 
Rasio 
Perbandingan 
2007 118.071.830.000 137.666.580.287 116,60% 
2008  83.151.910.000 106.874.959.783 128,53% 
2009 132.890.818.867 121.852.537.054 91,69% 
 
Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Surakarta 
 
Berdasarkan Tabel III.2. dapat dilihat bahwa pada tahun 2007 
target yang ditetapkan adalah sebesar Rp 118.071.830.000,00 dan 
realisasi penerimaannya sebesar Rp 137.666.580.287,00. Jadi untuk 
realisasi penerimaan PPh pasal 21 di KPP Pratama Surakarta pada tahun 
2007 dapat melebihi target yang telah ditetapkan, dengan persentase rasio 
perbandingan sebesar 116,60% atau penerimaan dapat melebihi target 
sebesar 16,60%.  
Pada tahun 2008 target yang ditetapkan KPP Pratama Surakarta 
adalah sebesar Rp 83.151.910.000,00 dan realisasi penerimaanya sebesar 
Rp 106.874.959.783,00. Realisasi penerimaan untuk tahun 2008 dapat 
melebihi target yang ditentukan, dengan persentase perbandingan sebesar 
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128,53% atau penerimaan dapat melebihi target sebesar 28,53%. Pada 
tahun 2008 target penerimaan mengalami penurunan dari tahun 2007, 
yaitu dari Rp 118.071.830.000,00 menjadi Rp 83.151.910.000,00 yang 
mengalami penurunan sebesar Rp 34.919.920.000,00 hal ini disebabkan 
karena pada akhir tahun 2007, yaitu sekitar bulan November diadakan 
modernisasi perpajakan. Dengan adanya modernisasi perpajakan maka 
KPP Surakarta yang semula terdapat beberapa wilayah yaitu Surakarta, 
Karanganyar, Sragen, dan Boyolali maka mulai pada akhir tahun 2007 
dipisah sendiri-sendiri wilayahnya dan setiap wilayah memiliki kantor 
sendiri, yaitu KPP Pratama Surakarta, KPP Pratama Karanganyar, dan 
KPP Pratama Boyolali, sedangkan untuk wilayah Sragen menjadi satu 
dengan KPP Pratama Karanganyar. Dari pemisahan wilayah tersebut 
maka secara otomatis dapat mempengaruhi penerimaan PPh Pasal 21. 
Adapun untuk tahun 2009 target yang ditetapkan oleh KPP Pratama 
Surakarta adalah sebesar  Rp 132.890.818.867,00 dan realisasi 
penerimaanya sebesar Rp 121.852.537.054,00, dari data tersebut maka 
penerimaanya tahun 2009 tidak dapat mencapai target, jika dihitung 
dengan persentase rasio perbandingan sebesar 91,69% atau minus 8,31% 
dari target yang ditetapkan.  
b. Analisis Trend 
Pada analisis trend ini akan memberikan informasi mengenai 
tingkat pertumbuhan penerimaan dari tahun ke tahun yang dirumuskan 
sebagai berikut: 
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T = 
Pn 
 x  100% 
Po 
Keterangan : 
T   = trend dalam presentase 
Pn  = realisasi penerimaan tahun tertentu 
Po  = realisasi penerimaan tahun dasar 
Tahun 2007 = 
137.666.580.287 
x  100% = 100% 
137.666.580.287 
Tahun 2008 =  
106.874.959.783  
x  100% = 77,63% 
 137.666.580.287 
Tahun 2009 =  
121.852.537.054 
x  100% = 114,01% 
106.874.959.783 
 
Tabel III.3 
Persentase Analisis Trend Penerimaan PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Surakarta Tahun 2007-2009 
Tahun     Target (Rp)     Realisasi (Rp) Analisis Trend 
2007 118.071.830.000 137.666.580.287 100% 
2008  83.151.910.000 106.874.959.783 77.63% 
2009 132.890.818.867 121.852.537.054 114,01% 
 
Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Surakarta 
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Penerimaan PPh pasal 21 di KPP Pratama Surakarta dari tahun 
2007-2009 mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2008 
mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2007. 
Penerimaan pada tahun 2007 sebesar Rp 137.666.580.287,00 sedangkan 
penerimaan pada tahun 2008 sebesar Rp 106.874.959.783,00, dengan 
menggunakan analisis trend maka persentase penerimaan tahun 2008 
adalah 77,63% dengan tingkat penurunan sebesar 22,37% dari 
penerimaan tahun 2007.  
Penerimaan pada tahun 2009 mengalami kenaikan dari tahun 2008. 
Pada tahun 2008 penerimaanya sebesar Rp 106.874.959.783,00 
sedangkan penerimaan tahun 2009 sebesar Rp 121.852.537.054,00, 
dengan menggunakan analisis trend persentase penerimaan tahun 2008 
sebesar 114,01%, jadi tingkat kenaikannya sebesar 36,38% dari tahun 
2008. 
Kenaikan maupun penurunan penerimaan PPh pasal 21 disebabkan 
oleh beberapa faktor, diantaranya adalah sebagai berikut: 
a.  Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 
Jika status Wajib Pajak berubah maka akan mempengaruhi 
besarnya PTKP. Misalnya Wajib Pajak yang pada awalnya memiliki 
status tidak kawin berubah menjadi kawin, maka PTKP-nya menjadi 
naik. Jika tanggungan Wajib Pajak bertambah maka PTKP juga akan 
naik. Kenaikan PTKP ini akan menyebabkan jumlah PKP menjadi 
turun sehingga penerimaan PPh pasal 21 akan turun pula. Begitu pula 
sebaliknya, jika jumlah PTKP-nya turun maka PKP akan naik, 
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sehingga penerimaan PPh pasal 21 akan naik pula. Mulai tahun pajak 
2009 besarnya PTKP menjadi naik, dengan kenaikan PTKP secara 
otomatis mempengaruhi PKP, yaitu PKP menjadi turun sehingga 
penerimaan PPh pasal 21 akan turun pula. 
b. Stabilitas Ekonomi 
 Stabilitas ekonomi merupakan keadaan atau kemampuan 
ekonomi pada suatu perusahaan. Jika kemampuan ekonominya 
meningkat maka penghasilan dari perusahaan juga akan meningkat 
dan otomatis penerimaan PPh pasal 21 akan meningkat. Begitu pula 
sebaliknya, jika kemampuan ekonomi perusahaan turun maka 
penghasilan perusahaan juga akan turun, sehingga menyebabkan 
penerimaan PPh pasal 21 akan turun. Misalnya, jika perusahaan 
mengadakan PHK terhadap karyawan maka jumlah karyawan pada 
perusahaan akan berkurang sehingga menyebabkan penerimaan PPh 
pasal 21 akan berkurang. Jika terdapat penambahan karyawan pada 
perusahaan maka pegawainya semakin bertambah, maka penerimaan 
PPh pasal 21 akan bertambah pula. 
c. Penambahan Wajib Pajak 
Adanya penambahan Wajib Pajak akan mempengaruhi 
penerimaan PPh pasal 21, semakin banyak Wajib Pajak maka 
penerimaan PPh pasal 21 akan meningkat pula. Dikeluarkannya 
Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-16/PJ/2007 juga akan 
mempengaruhi penerimaan PPh pasal 21, peraturan tersebut berisi 
mengenai program di mana orang pribadi yang berstatus sebagai 
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pengurus, komisaris, pemegang saham/ pemilik, dan pegawai melalui 
pemberi kerja/ bendaharawan pemerintah yang penghasilannya 
melebihi dari PTKP maka ia wajib mempunyai NPWP. 
d. Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyetor atau Membayar Pajak 
Jika Wajib Pajak patuh dalam membayar pajak, maka 
penerimaan PPh pasal 21 akan lancar sehingga penerimaan PPh pasal 
21 tidak terhambat. Apabila Wajib Pajak tidak membayar pajak tepat 
waktu juga akan mempengaruhi penerimaan PPh pasal 21. 
Penerimaan yang seharusnya masuk pada periode tertentu menjadi 
terhambat sehingga penerimaan PPh pasal 21 mengalami penurunan. 
2. Upaya  dalam Meningkatan Penerimaan PPh Pasal 21 di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Surakarta 
Upaya-upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta 
dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah sebagai berikut: 
a. Mengadakan Sosialisasi Perpajakan 
Sosialisasi perpajakan merupakan bentuk kegiatan yang dilakukan 
oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta maupun Kantor 
Pelayanan Pajak lainnya untuk meningkatkan penerimaan pajak. 
Sosialisasi perpajakan ini dilakukan dengan datang ke sekolah-sekolah 
yang biasa disebut dengan ”Pajak Goes to School”, kampus, maupun 
datang ke kantor-kantor. Materi yang disampaikan lebih ditekankan 
mengenai manfaat pajak, manfaat NPWP, pelayanan perpajakan. Apabila 
ada ketentuan-ketentuan perpajakan yang baru maka juga akan dilakukan 
sosialisasi perpajakan. 
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Dalam penyampaian informasi tersebut menggunakan bahasa yang 
sesederhana mungkin dan bukan bersifat teknis, sehingga informasi 
tersebut dapat diterima dengan baik. Dengan adanya sosialisasi 
perpajakan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan 
tentang pajak bagi pelajar, masyarakat agar dapat memahami dan sadar 
akan arti pentingnya pajak bagi pembangunan bangsa dan negara. 
b. Drop Box 
Drop Box merupakan salah satu upaya yang dilakukan Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Surakarta untuk meningkatkan penerimaan 
pajak. Drop Box ini berfungsi untuk memudahkan pembayaran pajak. 
Drop Box berwujud kotak-kotak mungil seperti kotak pos yang disajikan 
di beberapa tempat hal ini berfungsi untuk meraih pajak. Tempat-tempat 
tersebut adalah tempat yang strategis, misalnya mall, kelurahan, dan 
kecamatan, serta sektor pemerintah daerah. 
Drop Box bukan hanya masalah pelayanan tetapi juga menjalin 
kedekatan dengan wajib pajak. Drop Box mewujudkan keinginan 
masyarakat untuk mendapatkan perlakuan yang prima, mudah, efektif, 
efisien. Adanya Drop Box memberi arti khusus bagi siapa pun yang 
memiliki komitmen bersumbangsih pada negeri melelui pajak.  
Melalui Drop Box diharapkan pelayanan pajak semakin terjangkau 
masyarakat. Wajib Pajak tidak harus menyampaikan SPT ke Kantor 
Pelayanan Pajak di mana ia terdaftar tetapi bisa di mana pun ia berada. 
Pelayanan ini mempersingkat prosedur, dan memudahkan pembayaran. 
Keadaan geografis yang sulit bahkan dapat tersiasati. Antrian Wajib 
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Pajak yang biasanya menyita banyak energi dan pelayanan dapat 
terkurangi signifikan. 
c. Jemput Bola 
Jemput bola merupakan kegiatan yang dilakukam pegawai Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Surakarta untuk mengambil SPT secara 
langsung datang ke instansi-instansi, kantor-kantor, maupun kelompok 
lainnya dan langsung diterima oleh pegawai Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Surakarta. Selain penerimaan SPT Wajib Pajak dapat 
berkonsultasi dengan pegawai pajak mengenai keluhannya yang 
berkaitan dengan pajak. Melalui kegiatan jemput bola maka wajib pajak 
tidak harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak sendiri.  
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BAB IV 
PENUTUP 
 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan masalah dari Bab III mengenai penerimaan PPh 
pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta tahun 2007-2009, maka 
dapat disimpulkan bahwa: 
1. Target penerimaan PPh pasal 21 dari tahun 2007-2009 yang paling rendah 
adalah pada tahun 2008. Hal tersebut disebabkan karena pada akhir tahun 
2007 yaitu sekitar bulan November diadakan modernisasi perpajakan. Dengan 
adanya modernisasi perpajakan maka KPP Surakarta yang semula terdapat 
beberapa wilayah, yaitu Surakarta, Karanganyar, Sragen, dan Boyolali maka 
mulai pada akhir tahun 2007 dipisah sendiri-sendiri wilayahnya dan setiap 
wilayah memiliki kantor sendiri, yaitu KPP Pratama Surakarta, KPP Pratama 
Karanganyar, dan KPP Pratama Boyolali, sedangkam untuk wilayah Sragen 
menjadi satu dengan KPP Pratama Karanganyar. Dari pemisahan lokasi 
tersebut maka secara otomatis dapat mempengaruhi penerimaan PPh Pasal 
21. 
2. Pada tahun 2007 dan tahun 2008 penerimaan PPh pasal 21 di KPP Pratama 
Surakarta dapat melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu pada tahun 2007 
sebesar 16,60% dan tahun 2008 sebesar 28,53%. Adapun untuk tahun 2009 
tidak dapat melebihi target yang ditetapkan, yaitu minus 8,31% dari target 
yang ditetapkan. 
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3. Pada tahun 2008 penerimaan PPh pasal 21 mengalami penurunan sebesar 
22,37% dari penerimaan tahun 2007, sedangkan penerimaan pada tahun 2009 
mengalami kenaikan dari tahun 2008, yaitu kenaikannya sebesar 36,38% dari 
tahun 2008. 
4. Besar kecilnya penerimaan PPh pasal 21 ditentukan oleh Penghasilan Tidak 
Kena Pajak (PTKP), stabilitas ekonomi, penambahan wajib pajak,  kepatuhan 
wajib pajak dalam menyetor atau membayar pajak. 
5. Wajib Pajak Masih Menyerahkan Urusan Pajaknya ke Konsulen 
Masih banyak Wajib Pajak yang belum datang sendiri ke KPP Pratama 
Surakarta dan tidak terlibat secara langsung dalam pajak tetapi menyerahkan 
ke konsulen. Maksudnya banyak Wajib Pajak yang mengandalkan konsulen 
dalam masalah pajak, padahal yang tahu sebenarnya tentang keuangan adalah 
Wajib Pajaknya sendiri. Konsulen diberi laporan keuangan oleh Wajib Pajak 
kemudian konsulen disuruh Wajib Pajak untuk menghitung jumlah pajaknya. 
Dalam hal ini konsulen diberi uang oleh Wajib Pajak, sebagian untuk 
jasa konsulen sebagian untuk membayar pajak.  Dari situlah konsulen sering 
memanipulasi keuangan Wajib Pajak sehingga pajak yang dibayar menjadi 
lebih sedikit dan uangnya bisa masuk kantong konsulen lebih banyak. Wajib 
Pajak melakukan hal ini mungkin Wajib Pajak tidak mau susah-susah 
mengurus pajaknya sendiri, pokoknya memberi uang kepada konsulen dan 
tinggal terima jadi. Dari hal tersebut dapat mengakibatkan penerimaan pajak 
menjadi berkurang. 
6. Melalui sosialisasi perpajakan yang dilakukan KPP Pratama Surakarta ini 
dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang pajak bagi pelajar, 
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masyarakat agar dapat memahami dan sadar akan arti pentingnya pajak bagi 
pembangunan bangsa dan negara. Selain itu melalui Drop Box dan jemput 
bola pula dapat memudahkan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT sehingga 
wajib pajak tidak perlu ke Kantor Pelayanan Pajak dan disitu Wajib Pajak 
dapat bertanya atau berkonsultasi mengenai pajak dengan pegawai pajak. 
B. Saran 
1. Sosialisasi perpajakan harus selalu dilaksanakan karena dengan sosialisasi ini 
pelajar diharapkan mulai sejak dini dapat mengetahui mengenai pajak dan 
bagi masyarakat awam maupun wajib pajak agar menngetahui arti 
pentingnya pajak sehingga menjadi sadar diri dan tidak menghindar dari 
kewajibannya. Selain itu Drop Box dan jemput bola saat mendekati batas 
pembayaran harus banyak digalakkan karena dengan dua kegiatan tersebut 
sangat membantu Wajib Pajak jika mengalami kesulitan dengan hal yang 
berhubungan dengan pajak dan mereka tidak perlu datang ke Kantor 
Pelayanan Pajak. 
2. Dengan adanya AR (Account Reprensitative) di Kantor Pelayanan Pajak 
semoga dapat membantu Wajib Pajak dalam segala hal yang berhubungan 
dengan pajak. Sehingga Wajib Pajak dapat berkonsultasi dan menjadi tidak 
bingung dalam mengalami permasalahan yang berhubungan dengan pajak. 
3. Dengan adanya AR (Account Reprensitative) semoga Wajib Pajak dapat 
mengurus pajaknya sendiri tidak perlu melalui konsulen, karena yang 
mengetahui mengenai keuangan adalah Wajib Pajaknya sendiri. 
 
 
  
48 
 
DAFTAR PUSTAKA 
 
Mardiasmo. 2008. Perpajakan Edisi Revisi 2008. Yogyakarta: Andi. 
Mardiasmo. 2009. Perpajakan Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Andi. 
Kanwil DJP Jawa Tengah II. 2009. Pajakita. Edisi 5. Surakarta: Hasa. 
www.google.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
